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ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

Mengingat

a.
BUPATI GAYO LUES,

bahwa untuk memenuhi Pasal 11 Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2017, pertu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBK sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

22.Peraturan /4
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22.

23.

24.

295.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dearah Tahun Anggaran 2017 ((Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2015 Nomor 77);
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 83);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Angggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
Nomor 86);

31. Qanun /5
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Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2017 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 232);
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 26 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor
7 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2016 Nomor 258),
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 86)
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 350).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri
atas :

1.Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 60.312.455.602,47,-
b. Dana Perimbangan Rp571.558.575. 124,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp 344.739.456.772,98,-
Jumlah Pendapatan Rp976.610.487.499,45,-

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp212.150.728.858,00,-
2). Belanja Bunga Rp 0,00,-
3). Belanja Subsidi Rp 2.380.320.000,00,-

4).Belanja /6
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4). Belanja Hibah Rp 29.276.060.210,00,-
5). Belanja Bantuan Sosial

Rp 6.501.056.000,00,-
6). Belanja Bagi Hasil Rp 750.400.800,00,-

7). Belanja Bantuan Keuangan
Rp153.898.121.122,17,-

8). Belanja Tidak Terduga Rp 24.292.898.900,00,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp429.249.585.890.17,-
b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai Rp 55.777.340.427,00,-
2). Belanja Barang dan Jasa

Rp254.715.197.737,00,-
3). Belanja Modal Rp241.994.974.893,00,-
Jumlah Belanja langsung

Rp552.487.513.057,00,-
Jumlah Belanja Rp981.737.098.947,17,-
Surplus/(Defisit) (Rp1.958.347.586.446.62,-)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp68.259.596.650,68,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00,
Jumiah Pembiayaan Netto

Rp67.259.596.650.68,-

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp62.132.985.202,96,-

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I!

Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4 /7
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Diundangkan di Blangkejeren

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
. 07 September 2018MPada tanggal: 7¢—Drulhijah 1439 H

-# BUBKEF GAO LUES R

07 September 2018 MPada tanggal : 26 Dzulhijjah 1439H

“4--SEKRETARIS AERAH, A

~H, THALIB,S.Sos.,M.APos

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR: 398


